BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah dilakukan analisis terhadap data yang ada dengan menggunakan
teori, pendapat hakim, pendapat ahli, dan hukum positif maka dapat ditarik
kesimpulan :
1. Perbedaan pendapat anggota majelis hakim tidak selalu dicantumkan karena :
a.  Perbedaan sistem hukum yang dianut Indonesia yang berparadigma Eropa-
Kontinental
b. Tidak ada akibat hukum secara jelas bagi pelanggar Pasal 19 ayat (5)
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan
Kehakiman.
2. Pengaruh Pencantuman Perbedaan Hakim dalam putusan pada sistem peradilan
pidana Indonesia yaitu :
a.  Untuk melihat objektifitas hakim dalam memutus satu perkara
b. Sebagai satu mekanisme kontrol atau pengawasan terhadap kinerja hakim

dalam penegakan hukum di Indonesia

B. SARAN
Untuk maksimalisasi dan efektifitas pencantuman perbedaan pendapat

majelis hakim dalam putusan perkara pidana, peneliti mempunyai saran yaitu:
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Pengawasan dari internal dan eksternal harus diatur dalam suatu sistem yang
baik sehinga berjalan maksimal pengawasan tersebut

Membuat aturan hukum dengan akibat hukum bagi pelanggar pada Pasal 19
ayat (5) UU no.4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman

tentang wajibnya pencantuman pendapat majelis hakim dalam putusan
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